KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: DPR Siapkan Langkah Alternatif
: Sabtu, 30 Juni 2018

: Media Indonesia

14

Siapkan
IL.angkah
- Alternatifr

Langkah elegan vang dirmnaksud Bambarts
Soesatyvo ialah rmelalui pirmpirntart eksekKucif
seperti presidern atau wakil presidert.

AsTrI Novaria
astri@mediaindornesia.corr

PR menghormati ke-

Pputrusan Mahkarmah

Konstritusi vang rrreiri—

batalkan kewenangain
DPR untuk memanggil paksa
seseorang.

Meskipun demikian, DPR akan
menyiapkan langkah alternatif
agar bisa menghadirkan rihalk-_
pihak yang akan diperiksa ai”
dewan.

“Sesuai komitmen dari awal,
apa pun keputusan MK pasti
kami hormati dan kita laksana-
kan. Hasil keputusan MK yvang
terbaik bagi rakyat. Nammun,
harus ada cara-cara yvang lebih
elegan agar keinginan rakyat
untulk Minta penjelasan kepada
pemerintah melalui DPR bisa
dilaksanakan,” ujar Ketua DPR-
Bambang Soesatyo. i

T.angkah elegan vang dimal-
sud Bambang ialah melalui
Pimpinan eksekurtif seperti pre-
siden atau wakil presiden. Ia
mencontohkan seperti halniva
rembahasan undang-undang
maupun dalam rangka penga-
wasan di DPR vang kerap. kali
tidak dilhadiri p,lhdk Premerin-

tah.

“Karena ada beberapa kasus,
baik pembahasan UU maupur:
dalam pengawasarn, para mein-
teri dan peiabat megara sulit

dihadirkan. Kami tidak lagi
punyva alat paksa sehingga kami
Hharus melobi menteri sampai ke
presiden. Jadiitulah hambatan-

T hambatan kerja yvang lkami

hadapi dan melatarbelakangi
kenapa pemanggilan paksa itu
Penting.”’

Wakil Ketua DPR Fadli Zon
sependapat dengan Bamsoet.
DPR akan menyvelaraslkan aturan
setrtelah putusan MK.

“Karena MK memiliki kedu-
dukan vang penting terkait rma-
salah konstitusi dan aturan yang
ada di bawahnya, kami harus
menyesuaikannya,” kata Fadli.

Fadli mengatakan pimpinan
DPR dan MKD akan membahas
putusan MK tersebut terkailt
aturan baku DPR apabila kalau
ada anggota DPR rterkena ma-
salah.

“DPR akan pelajari terlebilh
dahulu, kami belum terima
putusan aslinva seperti apa.
Sava kira tentu MK mempunyai
perrimbangan yvang mempunyai
dasar,”” ujar fadii.

Menteri Dalam Negeri Tiahjo
Kumolo meminta seluruh korn-
ponen bangsa menaati pJUtusan
MK terkait pembatalan sebagian
uji materi terhadap UU Nomorxr 2
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Dalam putusan tersebut MK .
telah menganulir pasal vang 5

mengatur kewenangan DPR un-

tuk melakukan pemanggil paksa
seseorang atau kelompok.

Ia'mengharapkan agar DPR
menyikapi hal tersebut dengan
positif sesuai dengan tatanan
negara hukum. Pasalnya, putu-
san MK bersifat final dan meng-
ikat sehingga harus dijalankan
seluruh komponen bangsa. .

“Apa vang sudah diputus-
kan MK ini sifatnya final dan
mengikat, jadi saya kira teman-
teman di DPR juga paham itu,”
ujarnya.’ S

Sebagai informasi, MK telah
mengabulkan gugatan uji ma-
teri terhadap UU Nomor 2 Tahun
2018 tentang MPR, DPR, DPD,
dan DPRD (UU MD3).

“Apa yang ,
diputuskan MK
sifatnya final
dan mengikat.
Teman-teman
di DPR juga
‘paham itu.”

Tjahjo Kumolo
Mendagri

Dalam putusan perkara No-
mor 16/PUU-XVI/2018 tersebut
MK telah menganulir pasal yang
mengatur kewenangan DPR
untuk melakukan pemanggilan
paksa seseorang atau kelompok

. yvang sebelumnya diatur Pasal

73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan
ayat (6) UU MD3.

Kabulkan
Sebelumnya, MKmengabulkan
sebagian permohonan uji ma-

teri UU No 2 Tahun 2018 tentang

MPR, DPR,”DPD, dan DPRD (UU

MD3) terkait dengan pemang-

gilan paksa dan penyanderaan

oleh DPR melalui MKD, dan

menyatakan sebagian ketentuan
tersebut ialah inkonstitusional.
Pasal-pasal yang diuji ialah

Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4)

huruf a dan ¢, Pasal 122 hurufk,

dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3.

Dalam pertimbangan Mah-
kamah yang dibacakan Hakim

Konstitusi Saldi Isra, Mahkamah

menyatakan bahwa pemang- -

gilan paksa hanya dapat digu-
nakan untuk penyidikan dalam
ranah penegakan hukum dan
bukannya dalam rapat anggota
dewan. (*/Ant/P-1)
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